nantinyatidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan warahmah.

3. Untuk penegakhukum dan pejabat yang berwenang mengurus masalah
perkawinan hendaknya membuat keputusan atau penetapan juga berdasar
hukum agama bukan semata-mata berdasar hukum negara saja, karena
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang

Maha Esa.
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